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ABSTRAK

FieH o

ri Yanto (2024): Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan
I Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30
Tahun 2013 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas
Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam
Provinsi Riau Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus
Umum (Studi Kasus Di Terminal Antar Kota

dan Antar Provinsi Kota Pekanbaru)

S NINnY!lw eyd

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan
Dmas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013
Tefitang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Mobil Bus
Umum Antar Kota Dalam Provinsi Riau Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus
Umum (Studi Kasus Di Terminal Antar Kota Dan Antar Provinsi Kota Pekanbaru)
dan” faktor penghambatnya, karena ditemukan perihal perlunya pelaksanaan
peéngawasan berdasarkan aturan yang diberlakukan untuk tarif transportasi dalam
provinsi agar terjaga ekonomi Masyarakat dan hal ini menunjukan kepedulian
pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan khususnya pada transportasi
umum. Serta Kepuasan penumpang sangat penting diperhatikan oleh perusahaan
otobus termasuk dalam pelayanan tarif.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan
sosiologis hokum (menggambarkan keadaan fenomena dengan hokum yang
berlaku). Penelitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier.
Yang metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara,
dokumentasi dan kajian pustaka. Dan analisis data yang digunakan yakni Metode
Deduktif dan Metode Induktif.

Dari penelitian didapat Kesimpulan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Dinas
Perhubungan Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013
Teftang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Mobil Bus
Umum Antar Kota Dalam Provinsi Riau Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus
Umum (Studi Kasus Di Terminal Antar Kota Dan Antar Provinsi Kota Pekanbaru)
yaitu Memberi himbauan secara tertulis kepada seluruh pemilik/pengusaha
alr'—éi(utan untuk tertib dalam penentuan tarif angkutan. Memberikan surat teguran
kepada perusahaan otobus yang tidak menjalankan angkutannya dengan ketentuan
yang berlaku. Dinas Perhubungan bersama instansi terkait secara rutin dan berkala
melakukan operasi mobile dan statis untuk menindak pengemudi bus Angkutan
Afftar Kota Dalam Provinsi atau perusahaan yang melakukan pelanggaran tarif
angkutan. Dinas Perhubungan menugaskan anggotanya untuk melakukan
pefilyamaran menjadi penumpang bus AKDP tersebut sebagai bentuk pengawasan.
Faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran Masyarakat, faktor fasilitas dari
pe@erintah daerah dan faktor penegakan hukum.

e

Kgga Kunci : Pengawasan, Dinas Perhubungan Dan Tarif
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Agalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
= Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, berkah
w

d@ ridho- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan

A

jua;gl penelitian yaitu “Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan
B@‘dasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 Tentang

Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota

Dalam Provinsi Riau Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum (Studi
Kasus Di Terminal Antar Kota dan Antar Provinsi Kota
Pekanbaru)” = shalawat serta salam tidak lupa penulis hadirkan untuk kepada
junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya
dag’ alam kegelapan hingga ke alam yang terang menderang dengan ilmu
peg,getahuan. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan
g%r sarjana ( S1 ) pada program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam

o]
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ( UIN Suska Riau).
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E Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang
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sebesar—besarnya yaitu kepada :
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1.=Teristimewa Kepada Kedua orang tua penulis yakni Bapak Suparno dan Ibu
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aMisratun yang tiada henti — hentinya mendo’akan, memberi nasihat, didikan
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omenjadi saksi bisu untuk mengangkat derajat keluarga kita, tiada apa yang
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aydapat penulis berikan hanya ucapan terimakasih yang saat ini dapat diberikan.
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cM.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zain, M.Pd selaku
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4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH selaku Ketua dan Ibu Dr. Febri

Handayani, S.HI, SH, M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum

g'-)Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
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mImotivasi serta memberikan arahan terbaik dalam meneyelesaikan tugas akhir

e
oini.
-
8.;ySemua pihak yang telah membantu memberikan semangat serta doanya
=]
—kepada penulis yang tidak disebutkan satu persatu.
=
— Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat
beﬁagai kekurangan dan kekhilafan baik dalam hal penulisan maupun isi. Untuk

c
itlg penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca sekalian yang

©
bepgifat membangun yang bisa menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi

©
peaulis untuk kedepannya.

Pekanbaru, 18 November 2024

Penulis,

Heri Yanto
NIM. 12020716139
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©
I BAB |
[
==
o PENDAHULUAN
=
Ag Latar Belakang Masalah
=]
— Indonesia memiliki alat transportasi yang saling menghubungkan satu
=

tempat dengan tempat lainnya. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia
di%babkan oleh beberapa faktor lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri

c
def;‘i\_ ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut,

©
sumgai, danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat,

pé;‘nairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Pasal 34 ayat (3)
Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang berbunyi, “Negara
bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak”. Oleh karena itu untuk mempelancar roda

perekonomian, menjaga, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta

mempelancar hubungan dengan negara lain, dibutuhkan sistem transportasi yang

mémadai.!
o]
o
I~ Transportasi umum atau pengangkutan umum (public transportation)
&

adglah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang
e

tetgedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal,

A

dig)eramkan pada rute yang ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap
]

pe.:g".alanan. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang
=)

dig;lnakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan
s

menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

! Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Pasal 34 ayat 3.

neny wisey jlpig u



D)

%

f
>

NV VASNS NIN

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

&
)

%)

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

©
g Menurut Andriansyah, dalam buku Manajemen Transportasi dalam Kajian

==
dan Teori, yaitu Angkutan umum merupakan sarana angkutan untuk masyarakat

1)
kegil dan menengah supaya dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas

=]
dan- fungsinya dalam masyarakat. Warpani, menyatakan bahwa angkutan umum

=
panumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau

= .
mgr)nbayar. Menurut Bangun, pengertian angkutan umum (Public Transport)

c
ad?é!i_lah semua jenis model transportasi yang supply untuk kebutuhan mobilitas

©
pergerakan barang dan orang, demi kepentingan masyarakat atau umum dalam

m;nenuhi kebutuhannya, jenis angkutan berdasarkan peruntukannya terdiri dari
angkutan umum dan angkutan penumpang, masing-masing dengan jenis
kendaraan dan fasilitas yang berbeda.

Transportasi atau angkutan dapat dikelompokan menurut macam atau
moda atau jenisnya (modes of transportation) yang dapat ditinjau dari segi barang
yang diangkut, dari segi geografis transportasi itu berlangsung, dari sudut teknis

se%’a dari sudut alat angkutannya. Pengertian dari moda yaitu merupakan sarana
=

o
yang digunakan untuk memindahkan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke

W

tefpat yang lain. Moda transportasi dapat berupa moda transportasi darat, moda
=

trzgsportasi laut, dan moda transportasi udara, di mana masing-masing moda

terfgebut memiliki ciri dan karakteristik sendiri. Dalam penelitian ini yang akan
]

di.Eféhas adalah moda transportasi darat, khususnya angkutan umum Bus Angkutan
=)

Aﬁ,thar Kota Dalam Provinsi.
s

Penentuan tarif sangat penting untuk pengoperasian angkutan umum

S uej}j

karena merupakan sumber pemasukan utama bagi para operator. Secara umum,

neny wisey jue
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©
jil% tarif dinaikkan, maka pendapatan penumpang akan berkurang karena harus

==
dibayarkan untuk tarif angkutan yang lebih tinggi. Terkait dengan tarif angkutan

1)
yang harus dibayarkan oleh penumpang sangat berpengaruh terhadap kepuasan

penumpang dalam menggunakan angkutan umum. Kepuasan penumpang sangat

=
penting diperhatikan oleh perusahaan otobus termasuk dalam pelayanan tarif.

h Tarif batas bawah adalah harga jasa terendah/minimum yang diizinkan

c
dilé\_brlakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal. Harga batas

ba;igah mengacu pada harga minimum di mana aset (seperti aset kripto) diizinkan
ur?ﬁjlk diperdagangkan. Pemerintah atau badan pengatur dapat menerapkan ini,
atau pencipta asset kripto dapat menetapkannya. Sedangkan Tarif batas atas
adalah harga jasa tertinggi/maksimum yang diijinkan diberlakukan oleh badan
usaha angkutan udara niaga berjadwal, yang dihitung berdasarkan komponen tarif
jarak. Harga batas atas membatasi jumlah yang harus dibayar oleh konsumen
untuk suatu barang atau jasa, sementara harga batas bawah meningkatkan jumlah
ya%-)g harus dibayar oleh konsumen. Dalam penetapan tarif batas bawah dan tarif
ba:t:;s atas yang mana dalam hal ini sudah berpatokan terhadap Peraturan Gubernur

F—

o
Rigu Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah

m

Aggkutan Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi Kelas

Ekfg)nomi. Menurut Rifky Kuswardana yang menjelaskan bahwa adanya
]

peHdetapan yang sesuai dengan aturan yang diberlakukan untuk tarif transportasi

(0]

dad’-gm provinsi agar terjaga ekonomi Masyarakat dan hal ini menunjukan
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©
kegedulian pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan khususnya pada

= ] )
tragsportasi umum.

1 d

Gubernur Riau telah menerbitkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30

S e

Tahun 2013 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang

=
Antarkota Dalam Provinsi Riau Kelas Ekonomi dengan Mobil Bus Umum. Tarif

digtung berdasarkan jarak yang ditempuh yaitu (1) tarif batas atas sebesar Rp164

=

(sé‘?g_atus enam puluh empat rupiah) per penumpang per kilometer; dan (2) tarif
W

batgs bawah sebesar Rp 123 (seratus dua puluh tiga rupiah) per penumpang per

0
kitémeter. Peraturan tersebut belum mengalami perubahan sampai saat ini.?

Berdasarkan Pasal 13 butir (k) Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Dinas Perhubungan Provinsi Riau, bahwa:

Pasal 13

(K) menyiapkan bahan penetapan tarif angkutan kelas ekonomi untuk

angkutan orang dalam daerah Provinsi Riau serta angkutan

o Perkotaan dan Perdesaan yang melampaui 1 (satu) Kabupaten/Kota di
o Provinsi Riau.

%)
=
o
% Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tarif
z
)
L 2]

Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Dalam
=

Plz vinsi Riau Kelas Ekonomi dengan Mobil Bus Umum dalam menentukan tarif
]

an%kutan penumpang Dinas Perhubungan Provinsi Riau mempunyai beberapa
-+
<

métode dan komponen-komponen untuk menentukan tarif angkutan penumpang
w
=
5
w % Rifky Kuswardana, Staff Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Hasil

Wayvancara pada tanggal 20 September 2024
® Indonesia, Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tarif Batas Atas
datiTarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Dalam Provinsi Riau.

Ie
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©
bv% AKDP, dengan tujuan agar tidak terjadinya monopoli dan kartel trayek

e
yang dilakukan Perusahaan Otobus.*

d

Maka dari itu Dinas Perhubungan Provinsi Riau memiliki metode dalam

menentukan tarif angkutan bus AKDP berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 89

Tahun 2002 Pasal 2,3,4, dan pasal 12 yaitu : °

}11gW e}

1. Tarif angkutan penumpang umum yang berlaku untuk pelayanan bus antar
ckota menggunakan tarif diantara atau sama dengan tarif jarak batas atas dan
itarif jarak batas bawah.

2. Besaran tarif dasar batas atas untuk angkutan penumpang dengan mobil bus
Jumum antar kota adalah 20% diatas biaya pokok.

3.qBesaran tarif dasar batas bawah untuk angkutan penumpang dengan mobil
Sbus umum antar kota adalah 20% dibawah biaya pokok.

4. Biaya pokok sebagaimana yang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan oleh
perusahaan angkutan umum penyedia jasa angkutan yang dihitung
berdasarkan biaya penuh (full cost).

5. Biaya pokok dikelompokkan :\

a. Biaya langsung
b. biaya tidak langsung

6. Perhitungan biaya pokok didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

a. Biaya per unit adalah biaya per penumpang kilometer yang diperoleh dari
biaya total operasi bus umum dibagi total produksi dengan faktor muat
sebesar 70%.

b. Biaya total operasi dihitung berdasarkan biaya penuh (full cost).
W . ] ! :
=C. Data standar operasional dan biaya yang digunakan dalam perhitungan
o biaya pokok memperhatikan Tingkat akurasi kewajaran dan efisiensi biaya
= serta dapat dipertanggungjawabkan.
5 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pe%lerintahan Daerah, Dishub atau Dinas Perhubungan merupakan unsur

ksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang terbagi menjadi dua tipe,

s
13%1u

]
yaitu Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

=)
Pecl;jhubungan adalah mencakup semua transportasi (darat, laut dan udara).

uejn

* Elyasip S Sembiring, Charles Jackson, dan Satria Prayoga, Pengawasan Dinas
Perubungan Provinsi Lampung Terhadap Kenaikkan Tarif Angkutan Perusahaan Otobus,
(Lampung: Program Studi IImu Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum,
20%8), h.4-5.

® Ibid., h.5.

gt
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SN

©
Te?vujudnya penyelenggaraan transportasi yang efektif, efisien dan berdaya saing

==
akan menjadi nilai tambah dan menjadi tulang punggung di era dengan tingkat
1)

m@bilitas yang tinggi.
=]
— Berdasarkan hal ini yang menjadi tugas dan kewajiban dalam
=

melaksanakan pengawasan tersebut yang dilaksanakan oleh dinas perhubungan.

a ini menurut Teguh Syafiq Kusnaidi yang menjelaskan bahwa Peraturan

=g

Gtibernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas

ah Angkutan Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi

g e

B

el

Keélas Ekonomi pada saat ini masih menjadi acuan dasar dalam menerapkan
pengawasan terhadap Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan
Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi.’

Berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu tugas Dinas Perhubungan Riau
yaitu melaksanakan pengawasan pengoperasian angkutan umum termasuk AKDP.
Pengawasan yang kurang efektif dapat dilihat dari masih banyaknya Angkutan
pe%)umpang AKDP yang beroperasi tidak sesusai dengan peraturan yang ada yang
begdampak pada kenyamanan masyarakat sehingga tidak menutup kemungkinan
he% ini juga mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan angkutan

o)

seglgai alat transportasi umum.

Kenaikan tarif kepada penumpang Mobil Bus ekonomi Antar Kota Dalam

ISIJAT

.

Pr@vinsi dilakukan untuk dapat menaikkan keuntungan pada musim lebaran yang

&

=
g0

1 dengan penumpang. Kenaikan tarif inipun sudah menjadi hal umum pada

Bi[n

saat musim lebaran maupun pada saat ada kenaikan harga bahan bakar minyak,

® Teguh Syafiq Kusnaidi, Staff Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Riau Hasil

Walyancara pada tanggal 20 September 2024
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©
nadj-'lﬁun kenaikan tarif yang melebihi batas tarif atas dalam ketentuan Peraturan

e
Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 merupakan sebuah pelanggaran.

1)
o  Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) membawa

=]
dampak terjadinya kenaikan biaya pengusahaan angkutan sehingga para

=
pangusaha mengharapkan agar pemerintah melakukan penyesuaian tarif angkutan

= .

umpum termasuk bus Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) kelas
=

ek‘;q_nomi secara proporsional. Demikian halnya, apabila terjadi penurunan harga
W

BBM diharapkan pemerintah melakukan penyesuaian tarif secara proporsional

0
pufa. Namun masyarakat pemakai jasa angkutan mengharapkan, penyesuaian tarif

ini hanya terbatas pada perubahan komponen biaya bahan bakar, sehingga tarif
angkutan tidak perlu mengalami lonjakan yang tinggi dari tarif sebelum terjadinya
kenaikan harga BBM.’

Tarif angkutan yang melebihi dari yang telah ditetapkan tentu saja sangat
merugikan para konsumen yang menggunakan jasa tersebut. bahwa hal-hal yang
te%)s dilakukan Dinas Perhubungan dalam pengawasan tarif angkutan adalah:®
Memberi himbauan secara tertulis kepada seluruh pemilik/pengusaha
angkutan untuk tertib dalam penentuan tarif angkutan.

Memberikan surat teguran kepada perusahaan otobus yang tidak
menjalankan angkutannya dengan ketentuan yang berlaku.

Dinas Perhubungan bersama instansi terkait secara rutin dan berkala
melakukan operasi mobile dan statis untuk menindak pengemudi bus

Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi atau perusahaan yang melakukan
pelanggaran tarif angkutan.

” Ponco Uswatun Hasanah, “Pengawasan Pelanggaran Ketentuan Tarif Batas Atas Dan
Tapif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Berdasarkan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016”, (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, Semarang,
2048), h.2.

® Sembiring, Elyasip S. Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Terhadap
KeRaikkan Tarif Angkutan Perusahaan Otobus. Jurnal Hima Han. Vol 1, No 2. (2015). h. 6

23 ms jo AJ}SJaA;uQ ag%E[s!Laq
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©

T4. Dinas Perhubungan menugaskan anggotanya untuk melakukan

n,:. penyamaran menjadi penumpang bus AKDP tersebut sebagai bentuk

o  pengawasan.

=

o  Pelanggaran yang dilakukan oleh Mobil Bus Umum terhadap kenaikan
targ'rf yang melebihi batas tentu menjadi permasalahan.. Sampai saat ini angkutan

mpang mobil bus umum masih ada yang melakukan kenaikan tarif tidak

=]
NIG !

segl)lai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013, Hal ini berkaitan

c
erﬂ?}_ dengan sistem pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang di

©
bidang transportasi.’
©
€  Pengawasan atau controlling bertujuan untuk mengetahui apakah
pelaksanaan tugas/pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Pengawasan menyangkut kegiatan membandingkan antara hasil nyata yang
dicapai dengan standar yang telah ditetapkan, dan apabila pelaksanaannya
menyimpang dari rencana maka perlu diadakan koreksi seperlunya. Organisasi
akan mencapai sasarannya apabila pimpinan mampu melaksanakan fungsi
pe%)-gawasan dengan sebaik-baiknya.10 Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang
@
R%])aublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
e 11
Jalan, bahwa:
Pasal 5
1. menyebutkan bahwa sebuah negara bertanggung jawab atas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dan Pembinaannya dilakukan oleh
Pemerintah.

2. bahwa pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi
perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

® Wursanto, Dasar-Dasar Ilmu Organisasi. (Yogyakarta: Andi, 2005), h. 270.

9 1bid., h.270.

1 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
s Dan Angkutan Jalan, Pasal 5.
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©

L 3. mengatakan bahwa pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Q‘,:. dilaksanakan oleh instansi Pembina yang sesuai dengan Tugas Pokok

o dan Fungsinya.

=

o  Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
Tegg)tang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, untuk mengatur dan mengurus

=

parmasalahan lalu lintas dan angkutan jalan raya, maka Dinas Perhubungan Kota

Peganbaru ditunjuk sebagai implementer kebijakan terhadap lalu lintas dan jalan

c

raﬁi.Pasal 124 bahwa pengemudi angkutan umum wajib mengangkut Penumpang
©

yamg membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Angkutan penumpang

urgum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.*?

Ketentuan pelanggaran tarif sesuai Pasal 199 (1) Tarif batas atas dan tarif
batas bawah dikenai sanksi administratif berupa:
Peringatan tertulis,
Denda administratif;

Pembekuan izin,; dan/atau

. .13
Pencabutan izin.

w
| |

W e

-
o e . .
=~  Ketentuan pelanggaran tarif di atas, menjadi pedoman dasar bagi Dinas

o
Pe&hubungan Provinsi Riau dalam memberikan sanksi kepada perusahaan
8

angkutan. Adanya peraturan perundang-undangan tersebut merupakan upaya

c

pegegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum

yaiﬁg lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.
Berdasarkan latar belakang tersebut bahwa peran Dinas Perhubungan

isi Riau belum terlaksana dengan semestinya dikarenakan masih adanya

~c
S upjhg jo £

12 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 124.

'3 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
s Dan Angkutan Jalan, Pasal 199 ayat 1.
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©
ang-kutan penumpang mobil bus kelas ekonomi yang melakukan kenaikan tarif.

==
Seharusnya pengawasan terhadap angkutan penumpang mobil bus umum dapat

1)
tef@wasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan

=
penelitian dengan judul “PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS

Plﬁ(HUBUNGAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR RIAU

c

N;O\_MOR 30 TAHUN 2013 TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN TARIF
)

BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG MOBIL BUS UMUM ANTAR

KgTA DALAM PROVINSI RIAU KELAS EKONOMI DENGAN MOBIL
BUS UMUM (STUDI KASUS DI TERMINAL ANTAR KOTA DAN ANTAR
PROVINSI KOTA PEKANBARU).”
B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya
penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih

tep;(?rah. Pembahasan skripsi penelitian ini akan dibatasi dan berfokus pada
—

®

Pec;‘l-aaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perusahaan Otobus
&

Ha&hdoyo Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 Tentang
=2

Tetbﬁf Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Mobil Bus

i o

Uéum Antar Kota Dalam Provinsi Riau Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus
]

UJ%um (Studi Kasus Di Terminal Antar Kota Dan Antar Provinsi Kota

=)
Pe}hanbaru).
e

neny wisey jraedg uej|
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©

C.Enmumusan Masalah
==
ol. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Berdasarkan
1)
o  Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Tarif Batas Atas
=]
— Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Mobil Bus Umum Antar
=
— Kota Dalam Provinsi Riau Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum
= . . . o
h (Studi Kasus Di Terminal Antar Kota Dan Antar Provinsi Kota
=
®  Pekanbaru)?
Zal
W
72. Bagaimana faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Dinas
=
=

Perhubungan Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun
2013 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif =~ Batas Bawah Angkutan
Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi Riau Kelas
Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum (Studi Kasus Di Terminal Antar Kota

Dan Antar Provinsi Kota Pekanbaru)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

55?1. Tujuan Penelitian

o

I~ Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah
&

Ssebagai berikut :

neny wisey jrredAg uejpng jo AJrsIdArup d

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan
Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 Tentang
Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Mobil
Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi Riau Kelas Ekonomi Dengan
Mobil Bus Umum (Studi Kasus Di Terminal Antar Kota Dan Antar

Provinsi Kota Pekanbaru)
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©
g b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Dinas
==
o Perhubungan Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun
1)
o 2013 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan
=]
— Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi Riau Kelas
=
— Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum (Studi Kasus Di Terminal Antar
=
w Kota Dan Antar Provinsi Kota Pekanbaru).
=
w
52. Manfaat Penelitian
? Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah
=

sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

1)

2)

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S

Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang
diteliti, dalam hal ini mengenai Pelaksanaan Pengawasan Dinas
Perhubungan Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30
Tahun 2013 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah
Angkutan Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam
Provinsi Riau Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum (Studi
Kasus Di Terminal Antar Kota Dan Antar Provinsi Kota
Pekanbaru)

Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir
dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam

menerapkan ilmu yang diperoleh.
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Dapat memberikan data serta informasi mengenai Pelaksanaan
Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum (Studi Kasus Di Terminal Antar
Kegunaan akademis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan
informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti

Pengawasan Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau
Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah
Angkutan Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi Riau

Kota Dan Antar Provinsi Kota Pekanbaru)

b. Secara Praktis
c. Secara Akademis

hal yang sama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ﬂ\fl Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

u__._,.MW 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Mf .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
: _ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

S 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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I BAB Il
[
==
o KERANGKA TEORITIS
1)
Ag Teori Pelaksanaan
=]
—  Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau
=

wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang

di%rapkan. Pengertian Implementasi atau pelaksanaan menurut Westa,

c
mE?\iupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan

©
semgua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan

di?‘éngkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan,
dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus
dilaksanakan.

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan implementasi juga biasa disebut
tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan
terperinci. Menurut Nurdin Usman mengemukakan pendapatnya mengenai

pe,%ksanaan, yaitu bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme
=

®
suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang

W
tef@ncana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.™

o]
g Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan

baéwa Implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah
]

prdgram atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan,
=)

lan’gkah yang strategis strategis maupun operasional atau kebijaksanaa menjadi

kedyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetepkan semula.
=

As

YAdrian, Sutedi, Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka
omi Daerah, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2009). h. 56

Q

neny wisey gaie
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Pem:léksanaan juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh

==
segeorang atau badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna

1)
mghcapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan atau Implementasi suatu proses

rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang

=
tepdiri dari pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional

at:%}} kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang
=
dit€tapkan semula.’®
-~
O
1 Dalam prakteknya kerap ditemukan kegagalan-kegagalan dari

D
pefaksanaan, maka untuk membuat pelaksaan menjadi berhasil, memiliki faktor-

faktor yaitu:16

b. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan
baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses
penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi
yang disampaikan.

C. Resouces (sumber daya), dalam hal ini maliputi empat komponen yaitu
terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan
guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna
melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan.
Disposisi, sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program
khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi program khususnya dari
mereka yang menjadi implementer program.
Struktur birokrasi. Yaitu SOP (Standar Operating Procedures) yang
mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit
dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-
masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa
pola yang baku. Pelaksanaan ditandai dengan adanya seni dalam
penyelesaian pekerjaan. Sehingga pekerjaan menjadi optimal, efektif, dan
efesien.

o

2

15 Dikutip dari situs http:/ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html/m=1 diakses
tanggal 11 Januari 2024.

% Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Kencana
na Media Goup, 2009). h.6.

&g uleyng jo A31sIaATU) dTUIR[S] 93BG

o
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©
g Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang
2 17

penting yaitu :
=
ma. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
3b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program
—  perubahan dan peningkatan.
=C. Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung
— Jjawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses
> implementasi tersebut.
) .

B=Teori Pengawasan
w
& Kata “pengawasan” berasal dari kata “awas”, berarti antara lain
A

“penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu
c

administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Istilah
pengawasan dalam bahasa inggris disebut controlling yang diterjemahkan dengan
istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah controlling lebih luas
artinya daripada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah
disamakan pengertian controlling ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan
adalah termasuk pengendalian.18

Pengawasan juga bisa di artikan sebagai suatu proses mengawasi dan

QSI 92}e]lg

mengevaluasi suatu kegiatan yang sedang berjalan. Dalam pelaksanaanya

Srua

gawasan memiliki peran yang sangat penting, karena suatu kegiatan yang

9

lan dengan baik tergantung oleh pengawasan yang baik begitu sebaliknya

(o
s1aafun

selfingga tujuan yang dicapai dapaat memuaskan.™

0}

I

1S jo 43

= Y Syukur Abdullah, Kumpulan Makalah Study Implementasi Latar Belakang Konsep
Peﬁdekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan, (Ujung Pandang: Persadi, 1987), h.41.
'8 Ni’matul, Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2012)

S

h.&01.
20T4).

Ie

19 Suriansyah, Murharani, Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta,

nery wisey
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g Menurut George R Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa yang

==
harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan

1)
dag bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai

=

dengan rencana yaitu selaras dengan standar.?
=
— Sementara menurut Sondang Siagian, pengawasan adalah proses

peygamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua

c
pé;!i_erjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan

©
setxwlumnya.21

g Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk
memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang
yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber
daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan
penyimpangan yang sesunagguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga
atau organisasi yang bersangkutan.22 Dilihat dari tipenya, pengawasan ini
megf)niliki tiga tipe pengawasan, yaitu pengawasan pendahuluan23, pengawasan

-

o
yang dilakukan Bersama dengan pelaksanaan kegiatan24, pengawasan umpan

bgkzs.

2 Eko, Tondy, “Teori Pengawasan”, diakses pada 15 Februari 2024
ttps://www.academia.edu/11365850/Teori_Pengawasan.
! M. Manullang, Dasar-dasar Management, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), h.136.
22 Vfictor, M. Situmorang dan Jusuf, Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, (Jakarta:
Rug"gka Cipta, 1994), h. 20.
® Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-
peﬁylmpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan
tertentu diselesaikan, Victor, M. Situmorang dan Jusuf, Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat,
(Jakarta: Rlneka Cipta, 1994), h.177.
e 2 pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini
metlpakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatankegiatan bisa
dilaljutkan atau menjadi semacam peralatan “double check” yang lebih menjamin ketetapan

ISIdATU() OT

da

70 A3
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©
g Menurut Handayaningrat, Pengawasan ialah suatu proses dimana

==
pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan

1)
olgh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang

=]
telah ditentukan. Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handayaningrat adalah

=
untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian

pegyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang

c
ydfig telah ditentukan, serta agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara

©
bemdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan

0
seﬁelumnya.26

Pemerintah berperan dalam proses pengawasan, antara lain:

a. Pengawasan Preventif®’ dan Refressif”

pelaksanaan suatu kegiatan, Victor, M. Situmorang dan Jusuf, Juhir, Aspek Hukum Pengawasan
Melekat, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.177.

% pPengawasan yang megukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan,
Victor, M. Situmorang dan Jusuf, Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1994), h.177.

02 26 Handayaningrat mengemukakan bahwa Pengawasan berorietasi pada tujuan, organisasi,
Pepgawasan harus obejktif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum, Pengawasan harus
berprientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,
berarientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan, Pengawasan harus menjamin
suffiber daya dan hasil guna pekerjaan, Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif,
telfi dan tepat, Pengawasan harus bersifat terus menerus, Pengawasan harus ekonomis,
Pe%awasan harus mudah dimengerti, Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi,
ViCtor, M. Situmorang dan Jusuf, Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1994), h.164.

=. % Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara preventif
darf secara represif. Pengawasan prefentif dilakukan sebelum suatu keputusan pemernerintah
da&fah mulai berlaku dan terhadap peraturan Daerah sebelum peraturan itu diundangkan
peRrgawasan preventif tidak dilakukan terhadap semua keputusan atau peraturan mengenai hal-hal
tertentu, yang menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang baru dapat
beﬁku sesudah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang. Wujud dari pengawasan
preyentif ialah memberi pengesahan atau tidak pengesahan, Victor, M. Situmorang dan Jusuf,
Julatr, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.150.
=  *® Pengawasan secara repressif dapat dilakukan pada setiap saat dan terhadap semua
keplitusan dan Peraturan Daerah. Wujud dari pengawasan represif ialah membatalkan atau
menangguhkan berakunya suatu Peraturan Daerah. Menangguhkan merupakan suatu tindakan
persiapan dari suatu pembatalan, akan tetapi yang demikian itu tidak berarti bahwa setiap
pefbatalan harus selalu didahului oleh suatu penangguhan, ataudengan perkataan lain, pembatalan
dapdt dilakukan tanpa adanya penangguhan lebih dahulu. Instansi yang berwenang menjalankan
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©
mIb' Pengawasan Aktif dan Pasif

==
Jenis-jenis pengawasan, adalah: Pengawasan fungsional3o, Pengawasan

1)
m§'§yarakat3l, Pengawasan administrasi*®, Pengawasan teknis®, Pengawasan

3

pin_apinan34, Pengawasan barang35, Pengawasan jasa36, Pengawasan internal®’,

=
Pengawasan eksternal®.

NSNS NI

pengawasan adalah pejabat berwenang, Victor, M. Situmorang dan Jusuf, Juhir, Aspek Hukum
Peﬂgawasan Melekat, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.150.

® Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk*“Pengawasan yang dilaksanakan di
ter%at kegiatan yang bersangkutan “Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang
dilakukan melalui, ‘“Penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang
diserttai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran”. Disisi lain, Pengawasan berdasarkan
pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (rechmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap
pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti
kebenaranya”. Sementara, hak berdasarkan kebenaran materil mengenai maksaud tujuan
pengeluaran (doelmatighid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi
prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang sederhana
mungkin.”, Victor, M. Situmorang dan Jusuf, Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, (Jakarta:
Rineka Cipta, 1994), h.186-189.

%0 Kelembagaan negara dengan aktivitas yang begitu rumit dan kompleks, maka sangat
dibutuhkan jenis pengawasan yan sersifat fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia
yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus di bidang pengawasan. Yang menjadi
pemahaman terhadap pengawasan fungsional sebenarnya telah melekat kepada Lembaga dimana
seca{a fungsional memiliki tugas, pokok dan fungsi di bidang pengawasan, Makmur, op.cit, h.187.

! Penyelenggaraan pengawasan masyarakat ditunjukan kepada pemerintah sebagai
penyelenggaraan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan sumber daya yang dimilik pemerintah
atas nama negara. Secara realitas bahwa yang paling banyak melakukan penyalahgunaan sumber
daya negara adalah penguasa, terutama penyelenggaraan pemerintah, misalnya manipulasi pajak,
ke?ngan dan sebagainya, Makmur, op.cit, h.187.

Tujuan pengawasan administrasi dalam kelembagaan publik agar pendataan dan
pembaglan atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan
ke&dilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggotan kelembagaan. Oleh sebab itu,
unfik menciptakan kondisi seperti ini, maka sangat dibutuhkan penerapan atau pelaksanaan
pefizawasan secara administrasi agar supaya kegiatan kelembagaan dapat berjalan sesuai harapan,
Makmur, op.cit, h.187.

i w Untuk dapat memberikan maksimalisasi hasil pekerjaan teknis sesuai dengan bidang
peférjaan teknis itu sendiri, sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal untuk memenuhi
kes®jahteraan anggota kelembagaan maupun anggota Masyarakat, Makmur, op.cit, h.187.

3 Setiap lembaga terdapat dua unsur posisi manusia didalamnya : pertama, unsur sebagai
pemimpin dan kedua sebagai unsur yang dipimpin. Sebagai unsur yang dipimpin berfungsi untuk
melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh unsur pemimpin, sedangkan sebagai
unflr pimpinan memiiki tugas untuk melakukan pengawasan kepada yang dipimpinnya agar
pekgrjaan yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya
kemungkinan pemborosan yang dapat berakibat merugikan anggota kelembagaan itu sendiri.
Tafipa adanya pengawasan pimpinan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dapat dikatakan
pafa.pelaksana kegiatan akan tidak dapat disiplin kerja, Makmur, op.cit, h.187.

nery wisey



NV VASNS NIN

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

%

bt e
e | —
S

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

&

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

20

©
g Tarif adalah harga jasa angkutan yang harus dibayaroleh pengguna jasa

==
batk melalui mekanisme perjanjian sewa menyewa, tawar menawar, maupun

©

kefetapam Pemerintah. Harga jasa angkutan yang ditentukan mengikuti system
=]

tartf, berlaku secara umum dan tidak ada ketentuan lain yang mengikat
=

partsahaan angkutan dan pemilik barang atau penumpang kecuali apa yang sudah

digur dalam buku tarif.*®

c
L Sedangkan kebijakan tarif dapat dipandang sebagai kebijakan multisisi, di

sa;; sisi dapat dipandang sebagai alat pengendali lalu lintas, di sisi yang lain dapat
bé;‘narti alat untuk mendorong masyarakat mengunakan kendaraan umum dan
mengurangi pengunaan kendaraan pribadi, dan sisi yang lainnya lagi dapat
digunakan untuk mengarahkan perkembangan wilayah dan kota.*?

Penentuan tarif sangat penting untuk pengoperasian angkutan umum

karena merupakan sumber pemasukan utama bagi para operator. Secara umum,

% Pengawasan barang berarti suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin
kegmanan suatu barang agar memberikan manfaat kepada pelaksanaan tugas kelembagaan yang
mq;nhkl hak tentang barang tersebut, Makmur, op.cit, h.187.

= ® Yang dimaksud disini adalah suatu imbakan yang diberikan kepada seseorang atau
sek.e.lompok orang ynag menjadi anggota kelembagaan, jasa dari phak ketiga atau sebaliknya, tidak
ak#h, berjalan sebagaimana mestinya juga tidak ada pengawasan yang dilakukan secara baik dan
tegds, apalagi hasil jasa itu akan memberikan nilai yang sangat berharga pada seseorang atau
be%;rapa orang dalam kehidupannya, sehingga ada kemungkinan untuk dimiliki secara pribadi,
Mékmur, op.cit, h.187.

(= w Kelembagaan negara memiliki sub kelembagaan antara lain kelembagaan eksekutif,
yuakatlf auditif dan semacamnya. Pengawasan yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri
un@k mengamankan dalam ranga memperlancar penyelenggaraan tugas, unit kelembagaan inilah

dimaksud disini pengawasan internal. Pengawasan internal harus dilaksanakan dengan baik
agaf- tujuan yang diharapkan oleh seluruh manusia dalam kelembagaan dapat terwujud dengan
sebaik-baiknya dan untuk menunjang kesejahteraan seluruh anggota kelembagaan yang
beﬁangkutan, , Makmur, op.cit, h.187.
® Pengawasan ekternal yaitu pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga
pergawasan yang diluar sub kelembagaan tertentu, misalnya negara Indonesia lembaga yang
dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan keuangan negara adalah Badan Pengawasan Keuangan
(BBK), Makmur, op.cit, h.187.
% Bolla, Margareth. Analisa Kelayakan Tarif Angkutan Umum Dalam Kota Kupang.
Jusnal Teknik Sipil. Vol. 1V, No. 2. (2015). h. 172.

2  “ Ridwan, T.M. Studi Penentuan Tarif Penumpang Angkutan Bus Sedang (Studi Kasus

Trﬁ;{ek Lhokseumawe-Bireuen). Teras Jurnal, Vol 3, No 2, (2013). h.130.
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©
jil% tarif dinaikkan, maka pendapatan penumpang akan berkurang karena harus

==
dibayarkan untuk tarif angkutan yang lebih tinggi. Terkait dengan tarif angkutan

1)
yang harus dibayarkan oleh penumpang sangat berpengaruh terhadap kepuasan

penumpang dalam menggunakan angkutan umum. Kepuasan penumpang sangat

=
penting diperhatikan oleh perusahaan otobus termasuk dalam pelayanan tarif.

o Tarif angkutan yang melebihi dari yang telah ditetapkan tentu saja sangat
c

mE?\iugikan para konsumen yang menggunakan jasa tersebut. bahwa hal-hal yang
©

tergs dilakukan Dinas Perhubungan dalam pengawasan tarif angkutan adalah:**
©
€a. Memberi himbauan secara tertulis kepada seluruh pemilik/pengusaha

angkutan untuk tertib dalam penentuan tarif angkutan.

b. Memberikan surat teguran kepada perusahaan otobus yang tidak
menjalankan angkutannya dengan ketentuan yang berlaku.

c. Dinas Perhubungan bersama instansi terkait secara rutin dan berkala
melakukan operasi mobile dan statis untuk menindak pengemudi bus
Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi atau perusahaan yang melakukan
pelanggaran tarif angkutan.

d. Dinas Perhubungan menugaskan anggotanya untuk melakukan
penyamaran menjadi penumpang bus AKDP tersebut sebagai bentuk

pengawasan.
C%)Teori Angkutan

e

; Angkutan merupakan unsur terpenting dalam perkembangan suatu negara,
dij.ana angkutan menjadi salah satu dasar pembangunan ekonomi dan
pe:E;F(embangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dimana
peja;embangan angkutan akan mendorong kegiatan dan pembangunan di suatu

]
da%;'ah maupun negara.

=)

;£ Angkutan merupakan sarana yang berperan dalam kehidupan manusia,
baﬁ; untuk keberlangsungan interekasi antara manusia, maupun sebagai alat untuk

*' Sembiring, Elyasip S. Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Terhadap

KeRaikkan Tarif Angkutan Perusahaan Otobus. Jurnal Hima Han. Vol 1, No 2. (2015). h. 6

nery wisey grefgu



D)

%

f
>

NV VASNS NIN

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

&
)

%)

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

22

©

mg}ﬁludahkan manusia dalam memindahkan barang dari satu tempat ke tempat
==

lahanya.42

1)
o  Angkutan adalah suatu sarana untuk pemindahan orang atau barang dari

=]
suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan kendaraan.®

=
Tuyjnannya membantu orang atau kelompok orang untuk menjangkau berbagai

tempat yang dikehendaki, atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ketempat

c
tuj)\ﬁannya.
©

0 Transportasi atau angkutan dapat dikelompokan menurut macam atau

©
méda atau jenisnya (modes of transportation) yang dapat ditinjau dari segi barang

yang diangkut, dari segi geografis transportasi itu berlangsung, dari sudut teknis
serta dari sudut alat angkutannya.

Berdasarkan hal ini yang menjadi tugas dan kewajiban dalam
melaksanakan pengawasan tersebut yang dilaksanakan oleh dinas perhubungan.
Maka ini menurut Teguh Syafiq Kusnaidi yang menjelaskan bahwa Peraturan
G%jbernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas

o

Bau-\a.vah Angkutan Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi
&

Kélas Ekonomi pada saat ini masih menjadi acuan dasar dalam menerapkan
=2

peggawasan terhadap Tarif Batas Atas Dan Tarif = Batas Bawah Angkutan

Peéumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi.**

w

Tr'é'r‘lsportasi umum atau pengangkutan umum (bahasa Inggris: public
=)

tré-ﬁsportation) adalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan

=

—

= “siti fatimah, Pengantar Transportasi, (Makasar, Myria Publisher, 2019) h.1

w *Cut Mutiawati, dkk, Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Jalan Raya, (Yogyakarta,
Deepublish, 2019), h.1

* Teguh Syafiq Kusnaidi, Staff Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Riau,

Waliancara, Pekanbaru, 20 September 2024
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©
ke?mpok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya

==
dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan, dan dikenakan

bi-g'ya untuk setiap perjalanan. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor
Agg_kutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang,
teglasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu
1i18251 ratus) kilogram.

c
2 Menurut Salim, transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan)

W
dam penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua

urgur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan dan secara fisik mengubah
tempat dari barang (komoditi) dan penumpang ke tempat lain.

Menurut Miro, transportasi dapat diartikan usaha memindahkan,
mengerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke
tempat lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat
berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Perjalanan adalah pergerakan suatu arah dari
Z(%)a asal ke zona tujuan, termasuk pergerakan berjalan kaki. Berhenti secara
kegetulan tidak dianggap sebagai tujuan pergerakan meskipun terpaksa
mg:akukan perubahan rute. Meskipun sering diartikan dengan pergerakan pulang

o)

dagpergi, dalam ilmu transportasi biasanya analisis keduanya harus dipisahkan.

Pengertian dari moda yaitu merupakan sarana yang digunakan untuk

ISIJAT

m@';lindahkan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Moda

(0]

trapsportasi dapat berupa moda transportasi darat, moda transportasi laut, dan
s

mada transportasi udara, di mana masing-masing moda tersebut memiliki ciri dan
=

kagakteristik sendiri. Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah moda
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@)

tragsportasi darat, khususnya angkutan umum (angkot/bemo) dan angkutan
o 45

pribadi (sepeda motor).

Menurut Andriansyah, dalam buku Manajemen Transportasi dalam Kajian

-Teori, yaitu Angkutan umum merupakan sarana angkutan untuk masyarakat

=~ (o
NI@Y1Bw eyd

1 dan menengah supaya dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas

dag) fungsinya dalam masyarakat. Warpani, menyatakan bahwa angkutan umum

c
pegii_umpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau

©
membayar. Menurut Bangun, pengertian angkutan umum (Public Transport)

ad%Jlah semua jenis model transportasi yang supply untuk kebutuhan mobilitas
pergerakan barang dan orang, demi kepentingan masyarakat atau umum dalam
memenuhi kebutuhannya, jenis angkutan berdasarkan peruntukannya terdiri dari
angkutan umum dan angkutan penumpang, masing-masing dengan jenis
kendaraan dan fasilitas yang berbeda.*

Pengertian transportasi menurut Morlok adalah kegiatan memindahkan
at%ﬁ mengangkut sesuatu dari satu tempat ketempat lain. Menurut Bowersox,
tra:-gsportasi adalah perpindahan barang atau penunpang dari satu tempat ketempat
lag., dimana produk dipindahkan ke tempat lain, dimana produk dipindahkan ke
teépat tujuan dibutuhkan. Menurut Steenbrink, transportasi didefinisikan sebagai
pegindahan orang dan atau barang dengan menggunakan kendaraan atau alat lain

®
dag dan ketempat-tempat yang terpisah secara geografis. Secara umum dapat

=)
dig;h{npulkan transportasi adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu (orang dan

n

atall barang) dari satu tempat ke tempat lain, baik dengan atau tanpa sarana.

“ https://e-journal.uajy.ac.id/15491/3/MTS026002.pdf. Diakses 21 Jan 2025.
46 [i
Ibid., h.10.
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@)

Aléjgkutan kota adalah pemindahan orang dan/atau dari suatu tempat lain dengan

==
menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau

d

peaherintah, yang dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran.47

—  Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014
=

Tentang Angkutan Jalan, angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari
=

safy tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas

c
jafﬁn.48
Zal
©
Jemgs-jenis angkutan:
=
€a. Angkutan Darat

Angkutan Darat adalah kendaraan yang beroperasional dan
diperbolehkan untuk menggunakan jalan baik berupa jalan raya maupun
berupa jalur rel. Angkutan darat ini diantaranya adalah:

1) Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 atau 3 tanpa atap
baik dengan atau tanpa kereta disamping.

2) Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi
sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk
pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan
bagasi.

3) Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih
dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik
dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

4) Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang
termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

5) Kereta Api adalah sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga
gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan
lainnya, yang akan ataupun bergerak di rel. Kereta Api merupakan alat
transportasi masal yang umumnya terdiri dari lokomotif (kendaraan
dengan tenaga gerak yang berjalan sendiri) dan rangkaian kereta atau
gerbong (dirangkaikan dengan kendaraan lainnya). Rangkaian kereta
atau gerbong tersebut berukuran relatif besar sehingga mampu memuat

4 http://eprints.itenas.ac.id/1406/5/05%20Bab%202%20242015084.pdf. Diakses 21 Jan

ﬁg ule}[ng Jo AJISIdATU() dIWIR[S] d}e}§

N

*® Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang

Angkutan Jalan
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penumpang maupun barang dalam skala besar. Karena sifatnya sebagai
angkutan masal efektif, beberapa negara berusaha memanfaatkannya
secara maksimal sebagai alat transportasi utama angkutan darat baik
didalam kota, antar kota, maupun antar negara.

Angkutan darat selain mobil, bus ataupun sepeda motor yang lazim

llw ejdio yeH o

=digunakan oleh masyarakat, umumnya digunakan untuk skala kecil, rekreasi,

n

—Ataupun  sarana-sarana di perkampungan baik di kota maupun desa.

g’Siantaranya adalah sepeda, becak, bajaj, bemo dan delman.*®

) S

wb. Angkutan Udara

Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat

nery

udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu
perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau
beberapa bandar udara.”® Pengangkutan atau transportasi udara Alat
transportasi udara dapat menjangkau tempat-tempat yang tidak dapat
ditempuh dengan alat transportasi darat atau alat transportasi laut, di samping

mampu bergerak lebih cepat dan mempunyai lintasan yang lurus, serta praktis

wn

Y

obebas hambatan. >

@

5C. Angkutan Laut

8

=y Alat transportasi air atau kendaraan air adalah kendaraan atau alat
=

Eangkut yang digunakan di air, mencakup kapal, perahu, kapal bantalan udara,
]

E dan kapal selam. Alat tansportasi air biasanya memiliki kemampuan propulsif
=t

<

©(baik melalui penggunaan layar, dayung, maupun mesin), dan oleh karena itu
wn

=

E

o Clbid.

< SOhttps://paralegal.id/pengertian/angkutan-udara, diakses pada minggu, 10 Januari 2024

= >! Contoh alat transportasi udara yaitu Pesawat terbang, Helikopter, Balon udara dan lain-

laif-https://paralegal.id/pengertian/angkutan-udara, diakses pada minggu, 10 Januari 2024
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@)

Tberbeda dari sarana-sarana transportasi air sederhana yang hanya mampu
[

e
omengambang, semisal rakit kayu gelondongam.52

d

od. Angkutan Umum
Angkutan Umum adalah kendaraan umum untuk mengangkut barang

tau orang dari satu tempat ke tempat lain, yang disediakan oleh pribadi,

NIQ 4w

swasta, atau pemerintah, yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara

sng

membayar atau sewa. Terminologi angkutan umum dengan demikian tidak

e

anya untuk mengangkut manusia saja, melainkan juga untuk mengangkut

el

53

n
g
=
o
=

uQ

€. Angkutan Jalan

Angkutan jalan adalah kendaraan yang diperbolehkan untuk
menggunakan jalan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993
Tentang Kendaraan dan Pengemudi disebutkan: >*

1) Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua), atau 3 (tiga)
tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.

2) Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi
sebanyakbanyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat
duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan
pengangkutan bagasi.

3) Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih
dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk
pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan
bagasi.

4) Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang
termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

52 H
Ibid.
S3https://www.belajarsipil.com/2014/01/16/pengertian-angkutan-umum, ~ diakses pada

&g uej[ng Jo AJISIdATU() DTUIR]S] d)¥}S

raby, 23 Juni 2021.

> Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 Tentang
araan dan Pengemudi
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©
g Angkutan umum penumpang adalah angkutan umum yang dilakukan

==
dengan cara sewa atau bayar. Tujuan utama keberadaan angkutan umum

1)
peumpang adalah untuk memberikan pelayanan angkutan yang baik dan layak

=]
bagi masyarakat.

=
— Dalam upaya memahami karakteristik pengguna angkutan umum, ada

bajknya terlebih dahulu mengkaji karakteristik masyarakat sebagai pengguna jasa

c
ang_kutan umum. Dilihat dari pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, masyarakat

©
perkotaan terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu choice dan captive. >

g1) Kelompok Pilihan, yaitu sekelompok orang yang memiliki pilihan (choice)

dalam memenuhi kebutuhan mobilitasnya, yaitu pilihan menggunakan
kendaraan pribadi atau menggunakan transportasi umum.

2) Kelompok tawanan adalah sekelompok orang yang bergantung pada

angkutan umum untuk memenuhi kebutuhan mobilitasnya.

Menurut Andriansyah menjelaskan bahwa peran utama AUP adalah: %

g.-ja. Menyelenggarakan pelayanan transportasi yang baik dan layak bagi
4
; masyarakat yaitu aman, cepat, murah dan nyaman.
%_b' Membuka kesempatan kerja.
:Cb. Menguras volume lalu lintas kendaraan pribadi.
g Tujuan angkutan umum adalah untuk memberikan pelayanan yang baik
]
daglayak bagi masyarakat serta memberikan lapangan pekerjaan dan mengurangi
=)
V(%hume lalu lintas kendaraan pribadi. Peran angkutan umum untuk kepentingan
ma:.syarakat dalam setiap kegiatan, baik kegiatan jarak pendek dan menengah
kg) % Andriansyah. Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori, (Jakarta Pusat:
Fakultas Ilmu Sosial dan lImu Politik, 2015), h.15.

% 1bid, h. 15
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©
(asji‘?gkutan perkotaan/perdesaan dan angkutan antar kota dalam provinsi) maupun

==
kegiatan intermiten antar provinsi (transportasi antar kota dalam provinsi) dan

1)
angkutan antar kota antar provinsi). Aspek lain dari pelayanan angkutan umum

adalah perannya dalam pengaturan lalu lintas, penghematan energi, dan

=
pangembangan wilayah.57
o Transportasi atau angkutan dapat dikelompokan menurut macam atau
=

mf?ﬁ\_’da atau jenisnya (modes of transportation) yang dapat ditinjau dari segi barang
©
yamg diangkut, dari segi geografis transportasi itu berlangsung, dari sudut teknis

©
sefta dari sudut alat angkutannya. Secara rinci klasifakasi transportasi sebagai

berikut: >

1) Dari segi barang yang diangkut, transportasi meliputi:

a. angkutan penumpang (passanger);
b. angkutan barang (goods);
C. angkutan pos (mail)

2) Dari sudut geografis. Ditinjau dari sudut geografis, transportasi dapat

dibagi menjadi:

a. Angkutan antar benua: misalnya dari Asia ke Eropa.

b. Angkutan antar kontinental: misalnya dari Francis ke Swiss dan
diseterusnya sampai ke Timur Tengah.

Angkutan antar pulau: misalnya dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera.

Angkutan antar kota: misalnya dari Jakarta ke Bandung.

Angkutan antar daerah: misalnya dari Jawa Barat ke Jawa Timur.

Angkutan di dalam kota: misalnya kota Medan, Surabaya dan lain-lain.

Darl sudut teknis dan alat pengangkutnya, jika dilihat dari sudut teknis dan

alat angkutnya, maka transportasi dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Angkutan jalan raya atau highway transportation (road transportation),
seperti pengangkutan dengan menggunakan truk,bus dan sedan.

b. Pengangkutan rel (rail transportation), yaitu angkutan kereta api, trem
listrik dan sebagainya. Pengangkutan jalan raya dan pengangkutan rel
kadang-kadang keduanya digabung dalam golongan yang disebut rail
and road transportation atau land transportation (angkutan darat).

c. Pengangkutan melalui air di pedalaman (inland transportation), seperti
pengangkutan sungai, kanal, danau dan sebagainya.

—® Qoo

oJ
~

> 1hid.
%8 Sigit, Sapto Nugroho, Hukum Pengangkutan Indonesia, (Surkarta, Navida, 2019), h. 13
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d. Pengangkutan pipa (pipe line transportation), seperti transportasi
untuk mengangkut atau mengalirkan minyak tanah, bensin dan air
minum.

Pengangkutan laut atau samudera (ocean transportation), yaitu
angkutan dengan menggunakan kapal laut yang mengarungi samudera.
f. Pengangkutan udara (transportation by air atau air transportation),
yaitu pengangkutan dengan menggunakan kapal terbang yang melalui
jalan udara.

NYllw eydio ey @

D

N

arif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang

Tarif angkutan umum adalah harga jasa angkutan yang harus dibayar oleh

AsSng

gguna jasa, baik melalui mekanisme perjanjian sewa, tawar menawar, maupun

ae]
o B

peraturan pemerintah.*
c

Tarif angkutan adalah harga jasa yang dibayarkan oleh pengirim (pemilik
barang) kepada pengangkut (perusahaan angkutan), karena persoalan tarif
angkutan sama pentingnya dengan persoalan penetapan harga jual barang yang
dihasilkan oleh perusahaan industri.**Tarif angkutan umum penumpang menurut
Departemen Perhubungan (2002) adalah besarnya biaya yang dibebankan kepada
se‘g)ap penumpang kendaraan angkutan penumpang umum yang dinyatakan dalam

-
ruﬁiah. Analisis  tarif berdasarkan Pedoman Departemen Perhubungan

SK-687/AJ.206/DRID/2002.

B8

—  Tarif = (tarif pokok x jarak rata-rata) + 10% .............. (2.28)
=

=

®  Tarif BEP = tarif pokok x Jarak rata-rata ....................... (2.29)
]

<

~ Tarif Pokok total biaya pokok aktor pengisian kapasitas
Lo =

w

= kendaraan.......... (2.30)

&

::

% Warpani, Suwardjoko, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Bandung:
Peaerblt ITB, 2002).
= % Adisasmita, Sakti Adji, Transportasi dan Pengembangan Wilayah. (Yogyakarta: Graha
1INt 2011). h.83.
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31

Tarif angkutan menurut Abbas Salim adalah suatu daftar yang memuat

==
harga-harga bagi pengguna jasa angkutan yang disusun secara teratur.®* Ada empat

d

jeRjs tarif transportasi yang dikemukakan Ridwan, yaitu: 62

neiy eysns NN MW

Tarif Menurut trayek, pengangkutan didasarkan pada pemanfaatan
operasional moda transportasi yang dioperasikan dengan memperhatikan
jarak tempuh moda transportasi tersebut (km/mil).

Tarif Lokal, adalah tarif yang berlaku di suatu wilayah tertentu, misalnya
tarif bus yang berlaku khusus di DKI.

Tarif Diferensial, adalah tarif angkutan dimana terdapat perbedaan tarif
tinggi sesuai dengan jarak, berat kargo, kecepatan atau sifat khusus dari
kargo yang diangkut.

Tarif Peti Kemas (Container), adalah tarif yang berlaku untuk membawa
boks/boks di atas truk berdasarkan ukuran boks/boks 16 yang diangkut (20
feet atau 40 feet) dari tempat asal pengiriman sampai ke tujuan barang

(A/T).

Tarif bagi penyedia jasa transportasi (operator) adalah harga jasa yang

diberikan. Sedangkan bagi pengguna jasa, besaran tarif merupakan biaya yang

harus dibayar atas jasa yang telah digunakan. Ada tiga cara untuk menentukan

sistem penetapan tarif, yaitu:63

o

d@TU ) dTWR[S] d))S

7]
(€]

o
o &6%91

di

8

=

o

b

Tarif didasarkan pada harga biaya layanan, dinyatakan per penumpang-
kilometer.

Tarif Berdasarkan Nilai Pelayanan (value of service pricing), besar
kecilnya tarif ditentukan oleh nilai yang diberikan oleh pengguna jasa.
Tarif Berdasarkan Apa yang akan ditanggung lalu lintas, berada di antara
batas maksimum dan minimum. Untuk itu, dasar penetapan tarif ini adalah
berusaha untuk menutupi seluruh biaya variabel dan sebagian biaya tetap.
Definisi tarif sering diartikan sebagai daftar harga (sewa, ongkos dan

gainya) sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tarif sama
an harga. Ibrahim Pranoto K mendefinisikan tarif sebagai berikut: tarif

ut juga bea atau duty yaitu sejenis pajak yang dipungut atas barang-barang

neny wisey jrredg uejng

61 Abbas Salim, Manajemen Transportasi, (Jakartra: Rajagrafindo Persada, 1993).
%2 Ridwan, op.cit., h.129.
% Ibid.
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©
yagg melewati batas neg_;ara.64 Bea yang dibebankan pada impor barang disebut

==
bea impor atau bea masuk (import tarif, import duty) dan bea yang dibebankan

pa%a ekspor disebut bea ekspor, sedangkan bea yang dikenakan pada barang-
bai_a?ng yang melewati daerah pabean negara pemungut disebut bea transitu atau
trgsit duty. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tarif dasar batas atas adalah
tarif dasar maksimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak

c
mg\_ksimum. Sedangkan tarif dasar batas bawah adalah tarif dasar minimum yang

QO

digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum.®

O
E SPenelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan
penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan untuk
mengkaji penelitian ini. Maka dari itu penulis mencantumkan penelitian terdahulu
yang memiliki korelasi dengan penelitian yang hendak penulis teliti, yaitu sebagai
berikut :

Elyasip S Sembiring (2015) Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi
Lampung  Terhadap  Kenaikkan  Tarif = Angkutan  Perusahaan
Otobus.66Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah Mengkaji tentang
pengawasan terhadap tarif angkutan. Adapun perbedaan yang terdapat
dalam penelitian ini adalah Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau

sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Provinsi Lampung. Jenis

% Ibrahim Pranoto K 1997 dalam jurnal Dinarjito, Agung. "Menghitung besaran Tarif
Atgs Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Menggunakan Analisis Akutansi." Esai keuangan
neggra: sumbangsih pemikiran untuk negeri: Diandra Kreatif (2017): h.201
65 |

< Ibid.

= % Elyasip S Sembiring, Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Terhadap
KeRaikkan Tarif Angkutan Perusahaan Otobus, (Skripsi, 2015).

-~
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penelitian ini adalah yuridis empiris sedangkan penelitian terdahulu
yuridus normatif dan yuridis empiris.

Hasil penelitian ini yaitu Pengawasan yang dilakukan pihak Dinas
Perhubungan Provinsi Lampung adalah (a) Memberi himbauan secara
tertulis kepada seluruh pemilik/pengusaha angkutan (b) Memberikan surat
teguran kepada Perusahaan Otobus (c¢) Dinas Perhubungan Provinsi
Lampung bersama instansi terkait secara rutin dan berkala melakukan
operasi mobile dan statis (d) Dinas perhubungan Provinsi Lampung
menugaskan anggotanya untuk melakukan penyamaran menjadi
penumpang bus AKDP. Faktor-faktor penghambat Dinas Perhubungan
Provinsi Lampung terhadap pengawasan tarif angkutan Perusahaan Otobus
yang harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam melakukan
pengawasan, sidak terhadap tarif angkutan Perusahaan Otobus, Awak bus
yang menaikkan tarif angkutan dengan sepihak.

Gita Yuliana (2016) Pengawasan Operasionalisasi Angkutan Kota Oleh
Pegawai Bidang Perhubungan Darat Di Dinas Perhubungan, Komunikasi
Dan Informatika kota Tanjungpinang.67 Persamaan Penelitian yaitu
mengkaji tentang pengawasan oleh Dinas Perhubungan. Adapun
Perbedaan penelitian yaitu Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau
sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Kota Tanjungpinang. Jenis
penelitian ini adalah yuridis empiris sedangkan penelitian terdahulu

merupakan penelitian kualitatif.

nery wisey
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%7 Gita Yuliana, Pengawasan Operasionalisasi Angkutan Kota Oleh Pegawai Bidang

Pethubungan Darat Di Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika kota Tanjungpinang,
(SKtispi, 2016).
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Hasil penelitian tersebut yaitu Pengawasan operasionalisasi
angkutan kota di wilayah Kota Tanjungpinang belum terlaksana
sepenuhnya sesuai peraturan izin trayek angkutan kota. Hal ini dilihat dari
hasil temuan penelitian yaitu indikator adanya tujuan atau standar yang
ingin dicapai bahwa pegawai tidak tegas dalam mengawasi operasinalisasi
angkutan kota sehingga pengawasan aturan izin operasional angkutan kota
masih lemah pengawasannya termasuk pegawai kurang komitmen
menjalankan tanggungjawabnya untuk melaksanakan pengawasan

operasional angkutan kota di lapangan.

Rahmi Hasyfi Febriana (2013) Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap
Angkutan Kota Di Kota Padang.68 Persamaan Penelitian yaitu mengkaji
tentang pengawasan oleh Dinas Perhubungan. Adapun Perbedaan
penelitian yaitu Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau sedangkan
terdahulu dilakukan di Kota Padang 2.Jenis penelitian ini adalah yuridis
empiris sedangkan penelitian terdahulu merupakan penelitian kualitataif
deskriptif penelitian sosiologis.

Hasil penelitian tersebut yaitu Pengawasan angkutan kota di Kota
Padang, Dinas Perhubungan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.
Koordinasi yang terjalin antara Dinas Perhubungan Kota Padang, Forum
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Padang, Organda Kota Padang dan
Satlantas Polresta Padang belum berjalan dengan baik dan maksimal.

Koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan antar instansi tersebut pada

K

neny wisey giredg uejpng jo AJISIdATU) dDTWER[S] d}€)S

% Rahmi Hasyfi Febriana, Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Angkutan Kota Di

Padang, (Skripsi: 2013).
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UIN SUSKA RIAU

level perencanaan dapat dikatakan berjalan dengan baik dan lancar, tetapi
pada level operasional dan pengawasan terdapat masalah-masalah yang

timbul sehingga evaluasi yang dilaksanakan juga akan terganggu.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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METODE PENELITIAN

dioyeH @

Ag Jenis Penelitian

—  Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

=
hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian lapangan

(ﬁédresearch) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang

c
ke‘;é‘!i_daan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa

©
adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Alasan penulis

©
meénggunakan jenis penelitian sosiologis ini karena perlunya penelitian langsung

ke lapangan agar mendapatkan data yang lebih jelas dengan mewawancarai
kelompok tertentu, salah satunya Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan Angkutan
Penumpang Mobil Bus.*®
B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan efektivitas hukum
ya%?u segala bentuk upaya yang dapat dilakukan agar aturan hukum yang ada

da:liam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut
beg.arr-benar berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.
% Dilihat dari jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
So’i-;'iologis Hukum, yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan
@
pe%.elitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat,
peﬁhﬁlitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia,

n

pegelitian ini mensyaratkan penelitinya di samping mengetahui ilmu hukum juga

% Cholid, Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara,2010),

36
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©
ih%l sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial.”® Jenis

==
penelitian ini dipergunakan karena dalam penelitian ini akan mengkaji tentang

1)
Pdlaksanaan Pengawasan Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan

Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Oleh
=
Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

o Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif

c
yagtru salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

©
ucgpan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

CgSubjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber data penelitian. Sehingga segala sesuatu
yang bisa menjadi sumber data penelitian akan disebut sebagai subjek penelitian
adapun yang menjadi subjek penelitian yaitu Kepala bidang dan Staff Pegawai
Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Sementara, objek penelitian adalah masalah
yang ditelit, adapun yang menjadi objek penelitian yakni mengenai permasalahan

wn

Pei:_-"éksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Gubernur
o

REu Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah
W
B8 : o

Apgkutan Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi Riau Kelas
=

Ektinomi Dengan Mobil Bus Umum (Studi Kasus Di Terminal Antar Kota Dan
<

(g°]
A@gr Provinsi Kota Pekanbaru)
-+

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Sinar Grafika,2016), h. 31

nery wisey JireAg uejng jo A



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

nvrd visns NIn
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,
\l'l/'ﬂ

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

38

H e

D-.okasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk

dio e

mgmperoleh masalah penelitian berlangsung.71Pertimbangan lokasi penelitian

W e

sangat diperlukan untuk mendapatkan peluang informasi yang dibutuhkan. Sesuai

=
dengan permasalahan yang ditentukan, penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas

Peﬁlubungan Provinsi Riau, dan Terminal AKAP Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

c
i Adapun alasan penulis dalam menetapkan lokasi penelitian penulis karena

©
Kaptor Dinas Perhubungan Provinsi Riau, dan Terminal AKAP Payung Sekaki

tha Pekanbaru merupakan tempat penulis memperoleh data penelitian yang
penulis butuhkan dan memenubhi kriteria syarat permasalahan penelitian.
E. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dianggap mengetahui dengan baik terhadap
masalah yang diteliti dan bersedia untuk memberikan informasi kepada peneliti.
Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian
da%jat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai
peganasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat.

F—

o
Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.
=2
g Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi

so§1a1 yang diteliti. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat
]

mé';lberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial

(0]

’-'-) . .o, .
yagg diteliti.

"'Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya, (Jakarta:PT

Bumdi Aksara, 2008), h.53
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©
I Tabel I11.1
Q‘,:. Informan Penelitian
o
No Jenis Nama Ket / Jumlah
B Informan Jabatan
% Informan Utama Ongky Hertawan,S.E Kepala Sub 1
— Bagian
= Akutan
c Revia Yunistra,S.Tr., Tra
— Ritky

Informan Tambahan uswardana,S.Tr.,Tra egawal
7 | Inf bah Kuswardana,S.Tr., T Pegawai 3
g’ Teguh Syafiq Staff Dishub
() Kusnaidi,S.Tr., Tra
Zal
3 Informan Tambahan Anton Agen Handoyo 2
A Yati
e at1
g Informan Tambahan Sulastri Penumpang 2

Arif Prasetyo
Jumlah 8

Sumber Data: Olahan Data Penelitian 2024

F. Data dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau

objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti, data

%)
otersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula

2

~berasal dari lapangan.72

I2ATUN) dTWIE]S

A318

neny wisey jueig ue;[n%;()

?Moh. PabunduTika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),h.57.

Dalam penelitian ini, data primer tersebut berupa hasil wawancara
engan responden yang ada di lokasi penelitian yaitu di Unit Dinas
Perhubungan Provinsi Riau, dan Terminal AKAP Payung Sekaki Kota
Pekanbaru yang dapat berupa pendapat, pemahaman maupun pengetahuan.

alam hal ini wawancara tersebut langsung berhubungan dengan masalah
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@)

Tyang akan dikaji dalam penelitian ini serta memberikan informasi secara
[

==
olengkap dan akurat.

)
8
oo
72
2
c
=]
a
9)
-

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data

rimer. Menurut Soerjo Soekamto menyatakan bahwa data sekunder

NIQiiw eyd

U;nerupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

n

ibuku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukamto
©
-umenyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup

©
Sdokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang

berwujud laporan.”
a) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri
dari: Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sudah memiliki
kekuatan hukum yang tetap dan mengikat bagi masyarakat.
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014
Tentang Angkutan Jalan
3. Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tarif
Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota
Dalam Provinsi Riau.
b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri

dari: Buku-buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, rancangan undang-

undang, dan pendapat pakar hukum adalah bahan hukum primer.

"® Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2007),h. 12.
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1. Buku-buku tentang Angkutan Penumpang dan Buku tentang Tarif
Batas Atas dan Tarif Batas Bawabh.
2. Bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-artikel di
internetdan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah
berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.
c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum
yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau
penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan
hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum,

kamus besar bahasa Indonesia.

G. Teknik Pengumpulan Data

Metode Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dilokasi penelitian
dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan
terlebih dahulu.™

Metode Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan
peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-
cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan

keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk

neny wisey jueiAg uejng jo &JISIBAIUQ dJTwIe[S] 3L}

"Muhaimin, op.cit., h.92.
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melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.”°Dalam penelitian ini,
penulis mewawancarai Pegawai di Bidang Angkutan Dinas Perhubungan
Provinsi Riau, dan Pemilik Angkutan Penumpang yang melakukan
kenaikan tarif batas atas dan bawah mobil bus.

Metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data
historis."® Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk kejadian
yang pernah ada di kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Tinjauan Pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan

nely eysng NiA!lweydidoyeq @

teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Mencari beberapa
kumpulan penelitian yang terkait kemudian diangkat untuk mendukung
penelitian yang dibuat agar penelitian semakin menguat.
H. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis, maka
selanjutnya diadakan teknik menganalisis data yang dilakukan dengan cara

ana%iisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat
=

®
pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang

&
keddaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu
=2

yagg terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik

un.guk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk
]

m%:lemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.”” Dan dalam hal ini
=)

peg)plis dapat menggunakan metode penelitian induktif. yang dilakukan dengan
s

el

Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta : Bumi Aksara,
2047), h.64.

"®Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Kencana, Cet 5, 2011),h.124
Lexy J. Moleong,Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: RemajaRosdakarya,2017),

10
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gumpulkan dan menganalisis data untuk mengembangkan teori atau hipotesis,
lai dengan pengamatan terhadap suatu masalah atau situasi, Menggunakan
untuk mengembangkan hipotesis, Berfokus pada penemuan konsep baru,
hti memiliki fleksibilitas dalam penelitian. dikarenakan induktif merupakan

isis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori.

© _.mm K. m _ ﬁ@ _jm_ _ x@ IN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
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I BAB V
W
==
o PENUTUP
=
AgKesimpulan
=
—1. Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan
=
—  Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif
= .
h Batas Bawah Angkutan Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam
c
i Provinsi Riau Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum (Studi Kasus Di
©
0 Terminal Antar Kota Dan Antar Provinsi Kota Pekanbaru) yaitu Memberi
©
€ himbauan secara tertulis kepada seluruh pemilik/pengusaha angkutan
untuk tertib dalam penentuan tarif angkutan.

2. Faktor penghambat Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan
Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 Tentang
Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Mobil Bus
Umum Antar Kota Dalam Provinsi Riau Kelas Ekonomi Dengan Mobil

503 Bus Umum (Studi Kasus Di Terminal Antar Kota Dan Antar Provinsi Kota
=

o

I~ Pekanbaru) yaitu kesadaran Masyarakat, faktor fasilitas dari pemerintah
&

=  daerah dan faktor penegakan hukum.

=2

B.CSaran
B
El. maka dari itu perlunya penetapan sanksi yang lebih tegas terhadap yang

N

nery wisey JjureAg uejyng jo Aj1s

melanggarakan penetapan tarif batas atas dan bawah pada transportasi
umum.
Bahwa dalam menyelenggarakan pengawasan berdasarkan aturan hukum

yang berlaku perlunya dilaksanakan sosialisasi.
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i Tentang Kendaraan Di Balai Upt Pengujian Kendaraan Bermotor
o Karanglo Malang). Skripsi: Universitas Muhammadiyah Malang.
1)

Dg Peraturan Perundang-Undangan
=]

E
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan

ZPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang
Angkutan Jalan

NJN !

sng

Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tarif Batas Atas dan
Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Dalam Provinsi
Riau.

d B
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